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PEMERINTAH KABUPATEN TEBO 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO 

NOMOR     10    TAHUN 2008 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO  

NOMOR 53 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TEBO, 

 

Menimbang :   a.   bahwa dalam rangka mewujudkan usaha 

perkebunan yang efisien , berdaya saing tinggi dan 

berkelanjutan dalam meningkatkan pendapatan 

dan taraf hidup masyarakat perlu pengaturan Izin 

Usaha Perkebunan; 

 

b.  bahwa Izin Usaha Perkebunan sesuai Peraturan 

Daerah Kabupaten Tebo Nomor 53 Tahun 2001 

perlu diubah karena mengakibatkan biaya ekonomi 

tinggi; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 53 

Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perkebunan;  
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Mengingat :     1.  Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur   

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3969); 

 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3419); 

 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang  

Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 3478); 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3699); 
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5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

 

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang 

Perkebunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4411); 

 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4493); yang telah ditetapkan dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4548); 

 

8.    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan atara Pemerintah Pusat 

dan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 
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9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4724); 

 

10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 468, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4725); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 

tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan 

dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 3330); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan i 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia            Nomor 3538); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO 
dan 

BUPATI TEBO, 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN TEBO NOMOR 53 TAHUN 2001 

TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN 

 

Pasal I 
 

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 53          
Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perkebunan Pasal 10 ayat (4) dihapus, 

sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 10 
 

(1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Perusahaan 
Perkebunan menyampaikan permohonan kepada Bupati dengan 

tembusan kepada Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Bappeda, 
dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapii 
dengan :  

a. arahan lahan dari Bupati;  

b. rekomendasi pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas 
Perkebunan dan Dinas Kehutanan; 

c. izin lokasi dari Bupati; 

d. rencana kerja usaha perkebunan; 

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

f. Akta Pendirian Perusahaan Perkebunan; 

g. peta calon lokasi lahan dengan skala 1 : 100.000; 

h. surat peryataan tidak akan memindahtangankan izin usahanya 

kepada pihak lain sebelum mendapat persetujuan tertulis dari 
Bupati; 

i. surat perjanjian kerjasama bagi pengusaha yang melakukan 
kerjasama antara koperasi/yayasan dengan investor. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak 
memenuhi persyaratan akan dikembalikan kepada pemohon. 

(4) dihapus. 
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Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Tebo. 

 
        

  Ditetapkan di Muara Tebo 
  pada tanggal 9 Juni 2008 

 
BUPATI TEBO, 

 

 

dto 

 

 

H.A. MADJID MU’AZ 

 
Diundangkan di Muara Tebo 

pada tanggal 11 Juni 2008 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO 

 

 

       dto 

 

 

         RIDHAM PRISKAP 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO 

TAHUN 2008 NOMOR  10 

 


